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Tahun 2003 tentang
i (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah Dbeberapa kall terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 5679).



4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
l'euciohln dan  penyelenggaraan  pendidikan
telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara republik

Mswg;,

11. Peraturan Oubemutumzrl‘:hun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanasn Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
[Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 25)
schagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Gubemur Nomor 25 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Penyelenggarsan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita
Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 11);



12, Peraturan Gubemur Banten Nomor 79 Tahun 2015

tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Tipe,
Susunan dan Tata Daerah
Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun

2016 Nomor 83);
14, Keputusan Gubernur Banten Nomor 570/Kep.35-
Huk /2017 tentang
Penandatanganan

4, mentaati  ketentuan  peraturan  perundang-
undangan.

KETIGA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU, dinyatakan batal apabila :



KEEMPAT
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persetujuan Gubermur Banten.

1. Menteri Pendidilcan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Banten;
3. Wakil Gubermnur Banten;



